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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ s, /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan
berdasarkan surat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 900.3/
2123/DSPPrPA-PS/2020 tanggal 17 Desember 2020
tentang Usulan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu
ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran
/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran
2021,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran  Pembantu pada Dinas  Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2021,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat
Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang
Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan

.
-

Dipindai dengan CamScanner



Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957
tentang  Pengubahan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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9, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11

eri Nomor 13 Tahun 2006
uangan Daerah
diubah terakhir

Negeri Nomor 21
aturan

12. Peraturan Menteri Dalam Neg
tentang Pedoman Pengelolaan Ke
sebagaimana telah beberapa kali
dengan Peraturan Menteri Dalam
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Per
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanje
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak ;

14.

15.

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan Tahun Anggaran

2021;
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas
Sosial, Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Apabila  Pengguna Anggaran/Pengguna Baran%
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berhalangan, maka yang bersangkutan dapat_
menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani

Surat Perintah Membayar.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2021

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan '
Pada tanggal || Januari 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,
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G, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELL ARAN PEMBANTL
REMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021
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1 |ZTULFIAN APRIVANTD, S.H., M.S.. Kepala Dinas Pengguna Anggasan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH HABUPATEN/HOTA
i!l";? 10651116 198602 1 002 | Pengzuna Barang 1 Kegatan Admunistras Umum Perangiat Daerah
1 Sub Kegatan :
l Penyelenggaraan Rapat Keordinas dan Kensultas SKPD
1 II. Kegiatan Pemeliharazn Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemenntzhan Daerah
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeltharaan, Pa:ak dan Penzinan Kendaraan Dmas
| Operasional atau Lapangan
5 PROGRAM REHABILITAS! SOSIAL
H 1. Kegatan Rehahhitas: Sosal Dasar Penyandang Disabilitas Ter Anak Terlantar, Lanjut
1 ; Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengerms di Luar Panu S
4 i Suk Kegatan :
. i 1. Penyediaan Alat Bantu
; 2. Pemberian Pelayanan Reumifikasi Keluarga
2 [RAHMIYETT! IDROES, S.E., MM. Sekretans Kuasa Pengruna Anggaran
: NIP. 15860819 199203 2 007

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegatan Adrmmstras: Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegatan :

1. Penyechaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyediaan Admimistrasi Pelaksanaan Tugas ASN
[I. Kegiatan Administrass Umum Perangkat Daerah
Sub Kematan :

L.
2.

Penyediaan Komponen Instalasi Listnk/ Peneranzan Bangunan Kanter
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logisuk Kantor

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengpandaan

5. Penvediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Ill. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemenntahan Dasrah
Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listnk
2

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

[V. Kegatan Pemeliharazn Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah
Sub Kegratan :

1. Pemehharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
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3 |RITA SUSANDRA, S.Pi., M.St, Kepala Bidang Perlindungan, | Kuasa Penggunan Anggaran |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOT
I!_-HP 15710402 199701 2 00} Jarminan Sosal dan .

hegatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Penanganan Falar Miskan
Evaluasi kineija Peranghat Daerah

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Kegiatan Pengelolaan Data Falar Miskin Cakupan Daerah KabupatenfKota
Sub Kematan :

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

. Kegiatan Perlindungan Sosial Kerban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten [ Kota

Sub Kegiatan :

Pelayanan Dukungan Psikosomial

4 (HASWANDI, 5.H. Kepala Bidang Pemberdayaan Kuasa Pengguna Anggaran |PROGRAM PEBERDAYAAN SOSIAL

NIP. 19651008 198903 1 005 dan Rehabxlhitasm Sosial I. Kemgatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten [ Kota
Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten [Kara

2. Peruingkatan Kemampuan Potens: Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kaota

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

I. Kegatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional KabupatenfKota

Sub Kegiatan :

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten { Kota

5 |8y :
OFIANKERI, S.H. Eepela Bidang Pemberdayaan Kuasa Pengguna Anggaran |PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN

NIP B&O . :
19660706 198803 2 003 Perempuan dan Perindungan I. Kegatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender [PUG) pada Lembaga Pemerintah

Sub Kegatan :
1. Koordinasi dan Sinkremisas: Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
2. Sosialisasi Perungkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
Sub Kegiatan :

Advokas: kebyakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemenntah,
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
I hegatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
[Sub Kegiatan

\lvokasi Kebyakan dan Pendampingan Felaksanaan Kebyakan, Program dan Kegatan
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emerlukan ;Petlmdungan Khusus yang

Il. Kegatan Penyediaan Layanan bag Anak yang M

6 [HILDA RULFIZA
NIP. 19671218 199212 2 001

IRMA YENNI
NIP. 19770715 200701 2 006

Staf

Staf

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran
Pembantu (Gaji)

Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

BUPATI PESISIH SELATAN,

HEND NI
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